PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG

TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

bahwa dalam rangka tertib administras penyusunan peraturan daerah perlu
dilakukan penyeragaman prosedur secaraterpadu dan terkoordinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dibentuk Peraturan Dagrah tentang Tata Cara Mempersagpkan Rancangan
Peraturan Dagerah;

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebaga Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 1958 Nomor 112);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 1ndonesa Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetgpan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesa Nomor 4548);

Peraturan Presden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan,
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS JAMBI

dan
GUBERNUR JAMBI,

MEMUTUSKAN :

Menetepkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH.


http://www.djpp.depkumham.go.id

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.
3.

4.
5.
6

7.
8.

10.

11

Dagerah addah Provins Jambi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Proving Jambi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sdanjutnya disngkat dengan DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Proving Jambi.

Kepada Dagerah addah Gubernur Jambi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dagrah Proving Jambi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah lembaga yang
membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Biro adalah Biro Organisas dan Hukum Sekretariat Daerah Proving Jambi.

Pemrakarsa adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
yang mengajukan usul penyusunan rancangan perauran daerah termasuk Penrakarsa di
lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menggjukan usul penyusunan rancangan
peraturan daerah sesual dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda addah Peraturan Dagerah Proving Jambi.
Naskah Akademik rancangan Perda adalah naskah yang berid latar belakang, tujuan
penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta ruang lingkup, jangkauan, obyek atau arah
pengaturan rancangan Perda, yang secara konseps ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
Program Legidas Dagrah yang sdanjutnya disebut dengan Prolegda adalah dokumen
perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu,
dan sstemétis.

Anggaran Pendgpatan dan Belanja Dagrah sdanjutnya disngkat APBD addah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Dagerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Kepaa Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS DAN MATERI MUATAN PERDA

Pasal 2

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi

@rpopow:

keelasan tujuan;

kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasiigunaan;

kelelasan rumusan; dan

keterbukaan.
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Pasal 3

Materi muatan Perda mengandung asas:

pengayoman,

kemanusiaan;

kebangsaan;

kekeluargaan;

kenusantaraan;

bhineka tunggd ika;

keadilan;

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
ketertiban dan kepastian hukum; dar/atau
keseimbangan, keserasian dan kepastian hukum.

TSP o0 oo

Pasal 4

Materi muatan Perda addah seuruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
tugas pembantuan, dan menampung kondis khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB Il
PERSIAPAN PEMBENTUKAN RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu
Program Legidas Dagrah

Pasal 5

D Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyusun Perda berdasarkan Prolegda

2 Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegaskan kepada
Biro.

() Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan peraturan
daerah dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan
perundang-undangan lainnya.

4 Pokok materi yang akan diatur serta keterkatannya dengan peraturan perundang-undangan
lannya sebagaimana sebagaimana dimeksud pada ayat (2) merupakan penjdasan secara
lengkap mengenai konseps rancangan Perda yang mdiputi :

a latar belakang dan tujuan pembentukan;

b. dasar hukum;

C. sasaran yang ingin diwujudkan;

d. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur;

e jangkauan serta arah pengaturan; dan

f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
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Pasal 6

(@) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Perdadi luar Prolegda

2 Rancangan Perda di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh
Pimpinan SKPD dapat dilakukan setelah terlebih dahulu menggukan permohonan izin prakarsa
kepada Gubernur, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3.

3 Rancangan Perda di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh
DPRD dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib
DPRD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Prolegda ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang terdiri dari :
a Prolegda jangka panjang ditetapkan setiap limatahun; dan
b Prolegda jangka pendek ditetapkan setiap tahun.

Pasal 8

(2 Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro.

2 Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Panitia Legidas yang bersifat
tidek tetap.

3 Tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
aya (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

2 Hasl penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dadam Pasal 8 dibahas bersama antara
DPRD dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinaskan olen DPRD mddui
Panitia Legidas.

2 Prolegda yang tdah memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah,
ditetgpkan dengan Keputusan Gubernur.

3 Daftar rancangan Perda yang tersusun daam prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diumumkan di surat kabar loka untuk diketahui oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Perdapan Pembentukan Rancangan Perda

Pasal 10

2 Dalam mempersiapkan rancangan Perda, Pemrakarsa wajib terlebih dahulu menyusun naskah
akademik.
2 Kewgjiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hd :
a rancangan Perda yang berkaitan dengan APBD;
b. rancangan Perda yang hanya bermaksud merubah tarif atau yang hanya merubah
beberapa ketentuan dalam Perda yang telah ada;
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3
(4)

)
(6)

1)
(2

1)
2

1)

2

3

c.rancangan Perda yang bersifat mendesak setelah mendapat persetujuan Gubernur.
Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa
Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegaskan kepada
Biro atau bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang mempunya
keahlian dalam bidang yang akan diatur dalam Perda.

Naskah akademik disertakan dalam pembahasan rancangan Perda

Pedoman penyusunan Naskah Akademik diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Rancangan Perda serta naskah akademik oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa disampaikan
kepada Sekretaris Daerah untuk diproses lebih lanjut.

Sekretaris Daerah menugaskan Kepada Biro untuk meakukan harmonisas dan sinkronisas
rancangan Perda.

Pasal 12

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda, Gubernur membentuk Tim Aistens Pembahasan
Rancangan Perda

Susunan Tim Asistens sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagal Ketug;
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa sebagal Wakil Ketug;
KepaaBiro sehagal sekretaris,

Unsur satuan kerja perangkat daerah/instans terkait sebaga anggota;

Tim Asgens sebagamana dimaksud pada ayat (2) bertuges:

a mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;

b. membuat daftar inventarisas masalah;

C. membahas dan menyempurnakan rancangan Perda;

d. Sekretariat Tim Asstens sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Biro.

PO oTw

Pasal 13

Pembahasan rancangan Perda dilakukan medui 2 (dua) tahap, yaitu :

a Tahap |, pembahasan daftar inventarisas masalah rancangan Perda;

b. Tahap 11, pengambilan keputusan atas rancangan Perda.

Pembahasan Tahap | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan meldui urutan

kegiatan sebagal berikut :

a pengumpulan data, tanggapan dan pertimbangan kepada SKPD terkait dan/atau
stakeholder yang berkepentingan;

b. rgpat pembahasan antar ingang;

C. Instand vertikd di daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan
perundang-undangan untuk diminta tanggapan dan pertimbangan.

Pembahasan Tahap |1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meldui urutan

kegiatan sebagal berikut :

a lgporan hasl pembicaraan Tahap |;

b. pendapat akhir Tim Asistens Pembahasan rancangan Perda
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©)
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Rancangan Perda belum dapat disampaikan dalam pembahasan Tahap |1 gpabila secara prindp
tidak dicgpa kesepakatan untuk diteruskan.

Kepda Biro melgporkan penyiapan rancangan Perda dan/atau permasalahan pembahasan
rancangan Perda ddam setiap tahapan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Untuk penyempurnaan rancangan Perda dan dalam rangka pengumpulan data, tanggapan dan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 13 ayat (2) huruf a Biro berkewgjiban
menyebarluaskan rancangan Perda kepada masyarakat, akademis, dan/atau organisas
kemasyarakatan.

Penyebarluasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meldui :

a media cetak;

b. media elektronik; dan

C. caralain.

Hasl| penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Tim Asgens
Pembahas Rancangan Perda untuk penyempurnaan.

BAB IV
PENY AMPAIAN RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 15

Rancangan Perda yang telah disetujui oleh Gubernur disampakan kepada DPRD untuk

dilakukan pembahasan.

Sekretaris Dagrah menyigpkan surat Pengantar Gubernur dan Pimpinan DPRD  guna

menyampaikan rancangan Perda dan keterangan Pemerintah Daerah mengena rancangan

Perda

Surat Pengantar Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memueat :

a pejabat yang ditugas untuk mewakili Gubernur dalam pembahasan rancangan Perda di
DPRD.

b. gfa penyelesaian rancangan Perdayang dikehendaki.

Keterangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuet :

a latar belakang;

b. tujuan dasar dan sasaran;

C. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

Surat dan Keterangan Pemerintah Dagrah mengenal rancangan Perda sebagaimana dimaksud

padaayat (2) dilampiri dengan naskah rancangan Perda dan naskah akademik rancangan Perda

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, SKPD Pemrakarsa memperbanyak

rancangan Perda tersebut dalam jumiah yang diperlukan.
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Pasal 16

Paling lambat 60 (enam puluh) hari sgak diterimanya rancangan Perda olen DPRD, DPRD harus sudah
melakukan pembahasan atas rancangan Perda dimaksud sesua dengan mekaniame yang diatur dalam
Peraturan Tata Tertib DPRD.

1)
(2
©)

1)
2

1)

2
3

Bagian Kedua
DPRD Kepada Pemerintah Daerah

Pasal 17

Tata cara memperdgapkan rancangan Perda yang berasd dari DPRD diatur ddam Peraturan
TataTertib DPRD.

Rancangan Perda yang disgpkan oleh DPRD disampakan kepada Gubernur dengan Surat
Pengantar Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Surat Pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan
Keterangan DPRD tentang pokok-pokok pikiran rancangan Perda yang digukan yang memuat

;a latar belakang;
b. tujuan dasar dan sasaran;
C. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

Pasal 18

Terhadap Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, Gubernur menugaskan Sekretaris
Daerah untuk mengkoordinaskan pembahasannya dengan SKPD terkait.

Pembahasan dengan SKPD terkait sebagaimana dimeksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menyigokan pandangan dan pendgpat  Pemerintah Daerah serta menyigpkan saran
penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisas Masdah.

Pasal 19

Sekretaris Daerah menyiapkan Surat Gubernur kepada Pimpinan DPRD guna menyampaikan
Pandangan dan Pendapat Pemerintah Dagrah atas Rancangan Perda Prakarsa DPRD dalam
jangkawaktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerjasgak surat Pimpinan DPRD diterima
Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pgaba yang ditugas untuk
mewakili Kepala Daerah ddam pembahasan rancangan Perda di DPRD.

Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan saran
penyempurnaan dalam bentuk Daftar Inventarisas Masalah kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 20

Apabila ddam satu masa gdang DPRD, DPRD dan Gubernur menyampakan rancangan Perda
mengenal materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh
DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk
dipersandingkan.
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Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Perda di DPRD

Pasal 21

Pembahasan rancangan Perda di DPRD dilakukan mdalui tingkat-tingkat pembicaraan yang diatur
dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22

(2 Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelumnya bersama oleh DPRD dan Gubernur.
2 Rancangan Perda yang sedang dibahas di DPRD hanya dapat ditarik kembdi berdasarkan
persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.

Pasal 23

Rancangan Perda yang tidak mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD, tidak dapat
digjukan kembdi ddam masa sdang yang sama.

BABV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

2 Masyarakat berhak memberikan masukan secara lissn atau tertulis sebagal  bahan
penyempurnaan dalam tahap penyigpan rancangan Perda.

2 Masyarakat ddam memberikan masukan sebagamana dimeksud pada ayat (1) harus
menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.

3 Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok-pokok materi yang diusulkan.

4 Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diagendakan dalam rapat
penyiapan rancangan Perda.

BAB VI
EVALUAS PERATURAN DAERAH

Pasal 25
Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pgak daerah, rencana tata ruang
dan organisas perangka daerah yang teah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD sebelum
ditetgpkan olen Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sgak pada tanggal persetujuan disampaikan
kepada Menteri Daam Negeri untuk dievaluas.

Pasal 26

2 Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada :
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(4)
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2

1)

2

3

1)

a Menteri Keuangan daam hal rancangan Perda tentang pgjak daerah; dan

b. menteri yang membidangi urusan tata ruang dadam hd rancangan Perda tentang
rencanatata ruang wilayah.

Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasl rancangan Perda tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, pgak daerah, rencana tata ruang dan organisas perangkat

daerah sudah sesua dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda.

Apabila Menteri Dam Negeri menyatakan hadl rancangan Perda sebagaimana dimeksud pada

aya (2) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD meakukan penyempurnaan pdaing lama 7 (tujuh) hari

terhitung mulal diterimanya had| evaluas.

Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesua dengan Peraturan Tata

Tertib DPRD.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu
Rancangan Perda Y ang Dievaluas

Pasal 27

Rancangan Perda yang telah disempurnakan oleh Gubernur dan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasd 26 ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada
Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sekretaris Daerah melakukan penyiapan rancangan Perda sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
guna penetapannya oleh Gubernur.

Pasal 28

Rancangan Perda sebagamana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Gubernur dengan
membubuhkan tanda tangan.

Penandatanganan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung rancangan Perda terssbut disetujui bersama oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud padayat (1)
dibubuhi nomor dan tahun di sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Rancangan Perda Y ang Tidak Dievaluas

Pasal 29
Rancangan Perda di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pgak daerah, rencanatata

ruang wilayah dan organisad perangkat daerah yang telah disetujui bersama olen DPRD dan
Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetgpkan menjadi
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Peraturan Daerah.

Rancangan Perda yang tdah disetujui bersama sebagamana dimeksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
padatanggal persetujuan bersama

Sekretaris Daerah melakukan penyigpan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasdl 15 ayat (2) guna penetapannya oleh Gubernur.

Pasal 30

Rancangan Perda sebagamana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Gubernur dengan
membubuhkan tanda tangan.

Penandatanganan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paing lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung rancangan peraturan daerah tersebut
disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dalam ha rancangan Perda sebagaimana dimeksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak
ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasd 30 ayat
(2), rancangan Perda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wgjib diundangkan.

Kalimat pengesshan bagi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi :
"Peraturan Daerah ini dinyatakan sah'.

Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada haaman
terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan Peraturan Dagrah ke dalam Lembaran
Daerah.

Peraturan Daerah yang telah dibubuhi kdimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Sekretaris Dagrah mengundangkan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah.

Penjdasan Peraturan Daerah sebagamana dimeksud pada ayat (1) ditempatkan dalam
Tambahan Lembaran Daerah.

Sekretaris Daerah membubuhi

a nomor dan tahun pada L embaran Dagrah; dan

b. nomor pada Tambahan Lembaran Daerah.

Ketentuan tentang Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud
padaayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Sekretaris Dagrah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan
tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
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2 Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
dismpan oleh Sekretaris Daerah sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGAWASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 34

(@) Perda disampakan kepada Menteri Ddam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setdah
ditetgpkan oleh Gubernur.

2 Perda yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribus daerah disampaikan juga kepada
Menteri Keuangan pding lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Gubernur.

3 Perda yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah disampaikan juga kepada
menteri/pimpinan LPND terkait melalui Badan Koordinas Tata Ruang Nasond (BKTRN)
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Gubernur.

4 Perda tentang organisas perangkat daerah harus disampaikan kepada Menteri paing lama 15
(limabelas) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 35

Dalam ha Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dinila
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga
dibatalkan, maka paing lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatdan Gubernur wgib
menghentikan pelaksanaan Perda dengan Keputusan Gubernur dan sdlanjutnya DPRD bersama
Gubernur mencabut Perda dimaksud.

Pasal 36

Apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud
dalam Pasd 35 dengan dasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur
mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

BAB VIII
PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH YANG
TELAH DIUNDANGKAN

Pasal 37

(@) Pemerintah Daerah wagib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah.

2 Penyebarluasan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimeksudkan agar
masyarakat mengerti, dan memahami maksud yang terkandung dalam peraturan daerah
dimaksud.

3 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mdiputi SKPD Proving, Pemerintah Daerah
Kabupaten/K ota dan masyarakat lannya.

4 Penyebarluasan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaui :


http://www.djpp.depkumham.go.id

1)

2

1)
2

1)

2

1)
2

a media cetak;
b. media dektronik; dan
C. caralainnya

Pasal 38

Dalam rangka penyebarluasan meldui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 aya

(4) huruf a, Sekretariat Daerah:

a menyampaikan sdinan otentik peraturan deerah yang diundangkan dalam Lembaran
Daerah kepada SKPD;

b. menyediakan salinan peraturan daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah bagi
masyarakat yang membutuhkan.

Phak yang untuk keperluan tertentu membutuhkan sdinan otentik peraturan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada Sekretariat

Daerah.

Pasal 39

sebagaimana dimaksud dalam Pasd 37 ayat (4) huruf b, Sekretariat Daerah menydenggarakan
sstem informas peraturan perundang-undangan yang berbasis wely/internet.

Penyelenggaraan sstem informas peraturan perundang-undangan sebagaimana dimeksud pada
aya (1) ditetgpkan oleh Gubernur.

Pasal 40

Dalam rangka penyebarlussan peraturan daerah, Pemerintah Daerah dapat medakukan
sogalisad peraturan daerah bak sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan masyarakat dan
lembaga terkait.

Sogdisas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog
langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferens pers dan cara
lannya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Program pembentukan Perda berdasarkan prolegda dilaksanakan sesuai dengan skda prioritas

yang ditetapkan.

Pembiayaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD untuk :

a penyusunan perencanaan pembentukan rancangan Perda yang berasd dari DPRD yang
termasuk dalam prolegda dibebankan pada anggaran DPRD.

b. penyusunan perencanaan pembentukan rancangan Perda yang berasal dari SKPD yang
termasuk dalam prolegda dibebankan pada anggaran SKPD.
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Pasal 42
(@) Pemerintah Daerah harus dapat menjamin bahwa peraturan daerah yang tdah ditetgpkan
disebarluaskan kepada masyarakat menurut carayang diatur dalam peraturan daerah ini.

2 Pembiayaan penyebarluasan peraturan daerah dibebankan pada anggaran satuan kerja yang
menyelenggarakan fungs di bidang peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rancangan Perda yang sedang dalam proses penyiapan
tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan tata cara mempersiapkannya sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Dagrah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggd diundangkan.
Agar stigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dagerah Proving Jambi.
Ditetapkan di Jambi
padatanggal 17 Desember 2007
GUBERNUR JAMBI,
ttd.
H. ZULKIFLI NURDIN
Diundangkan di Jambi
padatanggal 17 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ttd.

H.A. CHALIK SALEH
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

UMUM

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang
diakui dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia dan merupakan instrumen
penting dalam berotonomi. Sebab, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam
rangka penydenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondis
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Kondis khusus yang dimaksud merupakan ketentuan untuk menydenggarakan
pemerintahan yang bersfat khusus bagi kepentingan nasond sesual karakterigik daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan dan peranan seperti itu,
peraturan daerah merupakan pereka, acuan, dan sambungan yang menentukan keberhasilan
berbagai kebijakan nasional.

Waau kedudukan dan peranan peraturan daerah sangat Srategis, namun sampal Saet
ini Pemerintah Proving Jambi belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur
tata cara memperdgpkan rancangan peraturan daerah. Akibatnya, pembentukan peraturan
daerah belum dapat disusun secara berencana, terpadu dan Ssemetis
Peraturan Dagrah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk tertib administras penyusunan
peraturan daerah medui penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinas. Materi
muatan peraturan daerah ini mengatur secara lengkap meliputi asas, materi muatan, persiapan
pembentukan rancangan, evaluas, peran serta masyarakat, penetapan dan pengundangan,
hingga penyebarluasan peraturan daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jeas.
Pasal 2
Huruf a
Y ang dimaksud dengan "keelasan tujuan” adalah bahwa setigp pembentukan peraturan
daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
Huruf b
Yang dimeksud dengan "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah
bahwa peraturan dagrah harus dibuat oleh lembaga/pgabat  pembentuk
peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah dapat dibatakan atau bata
demi hukum, apabila dibuat oleh lembagal/pejabat yang tidak berwenang.
Huruf ¢
Yang dimeksud dengan "kesesuaian antara jenis dan materi muatan” addah bahwa
dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan materi muatan
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peraturan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setigp pembentukan
peraturan daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan daerah tersebut
di tengah masyarakat baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kedayagunaan dan kehaesigunean' addah bahwa stiap
peraturan daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat ddam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kedasan rumusan” adalah bahwa setigp peraturan daerah
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-
undangan, Sstemetika, dan pilihan kata aau terminologi, serta bahasa
hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai
macam interpretas dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterbukaan adalah bahwa ddam proses pembentukan
peraturan dagrah mula dari perencanaan, perdagpan, penyusunan, dan
pembahasan bergfat trangparan dan terbuka. Dengan demikian sdluruh lapisan
masyarakat mempunya kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan
masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud "asas pengayoman” adalah bahwa setigp materi muatan peraturan
daerah harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketertiban
masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud "asas kemanudaan" adalah bahwa setigp materi muatan peraturan
daerah harus mencerminkan perlindungn dan penghormatan hak asas manusa
sarta harkat dan martabat warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsond.

Huruf ¢

Yang dimeksud "asas kebangsaan" adalah bahwa setigp materi muatan peraturan
daerah harus mencerminkan sikap dan watak bangsa Indonesia yang pluraistik
(kebhinekaan) dengan tetgp menjaga pringp negara Kesatuan Republik
Indonesa

Huruf d

Yang dimaksud "asas kekeluargaan" addah bahwa setigp materi muatan peraturan
daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapa mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud "asas kenusantaraan” adalah bahwa setigp materi muatan peraturan
daerah senantiasa memperhatikan kepentingan saluruh wilayah daerah dan
materi muatannya merupakan bagian dari 9stem hukum nasond yang
berdasarkan Pancasla
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Huruf f

Yang dimaksud "asas bhineka tunggd ika' adalah bahwa materi muatan peraturan
daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, ras, dan
golongan, kondis khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut
masdahr-masdlah sengitif dadam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara

Huruf g

Yang dimeksud "asas keadilan" addah bahwa setigp materi muatan peraturan daerah
harus mencerminkan keedilan secara propordona bagi setigp warga negara
tanpa kecudi.

Huruf h

Yang dimaksud "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah
bahwa setigp materi muatan peraturan daerah tidak boleh beris hd-hd yang
bersfat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,
golongan, atau status sosal.

Huruf i

Yang dimeksud "asas ketertiban dan kepagtian hukum® adalah bahwa setigp materi
muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam
masyarakat mealui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf

Yang dimeksud "asas kesembangan, keserasian dan kepastian hukum' adalah bahwa
Setigp materi muatan peraturan harus mencerminkan keseimbangan, antara

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara

Kondis khusus yang dimaksud dalam pasal ini merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang bersfat khusus bagi kepentingan nasond sesual karakterigtik
daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jeas.
Huruf ¢
Cukup jeas.
Huruf d
Cukup jeas.
Huruf e
Cukup jeas.
Huruf f
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Cukup jeas.
Pasal 6
Ayat (1)
Y ang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah:
amenetapkan peraturan daerah yang merupakan perintah langsung dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgens daerah atas suatu
rancangan Perda.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jeas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jeas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Ayat (4)
Cukup jeas.
Ayat (5)
Cukup jeas.
Ayat (6)
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Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jeas.
Huruf ¢
Cukup jeas.
Huruf d
Cukup jeas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jeas.
Huruf ¢
Cukup jeas.
Huruf d
Cukup jeas.
Ayat (4)
Cukup jeas.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jeas.
Ayat (2)
Huruf a
Y ang dimaksud dengan stakeholder yang berkepentingan antara lain meliputi :
a pemerintah kabupatervkota;
b. perguruan tinggi;
C. instang vertikal di daerah yang terkait;
d. asosias pengusaha; dan/atau
e organisad masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat
lannya.
Huruf b

Kegiatan yang dilakukan dalam rapat instans meliputi :
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a penyampaian urgend pembentukan rancangan Perda oleh
Pimpinan SKPD pemrakarss;

b. peneasan terhadap tanggapan dan pertimbangan yang
disampaikan oleh SKPD terkait davatau stakeholder yang
berkepentingan;

C. Daftar Inventarisasd Masdah (DIM) atas rancangan Perda

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jeas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jeas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Pejabat dimaksud bertugas:
a menyusun Jawaban Pemerintah Daerah aas Pandangan Frakd di
DPRD;
b. melakukan pembahasan raPerda dengan DPRD dalam pembahasan
tingkat 111;

C. menyusun Pendapat Akhir Pemerintah Dagrah; dan
d. melaporkan perkembangan darn/atau permasadahan yang dihadapi dalam
pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur melaui
Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jeas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
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Cukup jeas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jeas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jeas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Pasal 20
Cukup jeas.
Pasal 21
Cukup jeas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Pasal 23
Cukup jeas.
Pasal 24
Ayat (1)
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jeas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Pasal 31
Ayat (1)
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jeas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)
Cukup jeas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jeas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jeas.
Ayat (4)
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Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jeas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jeas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jeas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jeas.
Huruf b
Cukup jeas.
Pasal 43
Cukup jeas.
Pasal 44
Cukup jeas.
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